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Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Dth
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal
yang dilaksanakn secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Itsbat Nikah antara:
PEMOHON I, NIK. 81050xxxxxxxx002, tempat/tanggal lahir Samboru
12 Desember 1992, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Desa xxxxxxx, Kecamatan Pulau
Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP.
0822xxxxx116, dalam hal ini menggunakan
domisili  Elektronik dengan alamat emalil
indxxxxxxxru92@gmail.com, sebagai Pemohon
I;

PEMOHON I, NIK. 81050xxxxxxxx001, tempat/tanggal lahir Lalan Wou

2 Desember 1996, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX,
Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram
Bagian Timur, HP. 0822xxxxx116, dalam hal ini
menggunakan domisili Elektronik dengan

alamat emall indxxxxxxxru92@gmail.com,

sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
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DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register

perkara Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, Pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid
Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian
Timur bernama Bapak Abdul Gani Rumarey;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari
Pemohon Il yang bernama Xxxxxxxxxxxxx, lalu pernikahan tersebut
disaksikan dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Dali
Ohibor dan Hajam Tuhuteru, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp
200.000,- dibayar tunai dan telah terjadi ijab gabul antara wali nikah dengan
Pemohon | ;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tinggal di Desa Kataloka,
Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah
dikaruniai satu orang anak yang bernama :

a. Isma Wati Tuhuteru, Perempuan

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus perjaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

5. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai serta tetap
beragama Islam ;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
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8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan ltsbat
Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi
administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon | dan Pemohon I, sanggup membayar biaya perkara
sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya
dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON I[) dengan
Pemohon Il (PEMOHON I1) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2018 di
Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian
Timur;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk masa pengumuman
selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini
disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama
Dataran Hunimoa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon telah

mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:
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A. Bukti Surat
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 81050xxxxxxxx008, tanggal 27-11-2019.
Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut telah diberi materai dan cap
pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi
tanggal dan paraf serta tanda bukti (P);

B. Saksi;

Saksi 1, Yusuf Rumanama bin Oran Wait, umur 78 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Negeri Kataloka,
Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Desa Pulau Panjang,
Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal
24 Juli 2018;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah
kandung Pemohon Il bernama XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Imam
Masjid Desa Pulau Panjang bernama Abdul Gani Rumarey setelah
mendapat kuasa dari wali Pemohon Il dan terjadi ijab Kabul dengan
Pemohon I;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah dua orang laki-laki bernama Muhamad Dali Ohibor dan
Hajam Tuhuteru;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon II
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk

menikah;
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- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain
selama pernikahan para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai
dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku
Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2, Rustam Tukuwain bin Ibrahim Tukwain, umur 62 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa
Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Desa Pulau Panjang,
Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal
24 Juli 2018;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah
kandung Pemohon Il bernama XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Imam
Masjid Desa Pulau Panjang bernama Abdul Gani Rumarey setelah
mendapat kuasa dari wali Pemohon Il dan terjadi ijab Kabul dengan
Pemohon [;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah dua orang laki-laki bernama Muhamad Dali Ohibor dan
Hajam Tuhuteru;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I

berstatus perawan;
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- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain
selama pernikahan para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai
dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku
Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan
mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah
diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah
tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan
dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Dalam
Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Akta Kelahiran dan sesuai
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan

Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;
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Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon
didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon | dengan
Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2018 di
Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian
Timur, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon Il bernama
Xxxxxxxxxxxxx dan dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Pulau Panjang bernama
Abdul Gani Rumarey, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,-
(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Muhamad
Dali Ohibor dan Hajam Tuhuteru, saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
larangan menikah secara hukum, namun Pemohon | dan Pemohon Il tidak
memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon | dan Pemohon I
membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan
untuk menguatkan haknya, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya
telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa bukti P telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi
maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan bahwa para Pemohon
merupakan Keluarga dengan kedudukan Pemohon | sebagai Kepala Rumah
Tangga, Pemohon Il sebagai Istri dan satu orang sebagai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon
juga telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan
sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan

materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan
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Pasal 309 R.Bg. yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah
memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan
secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil
saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak
dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya
kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian
yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki
kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para
Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 24 Juli 2018 di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Gorom,
Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah adalah Ayah kandung
Pemohon Il bernama Xxxxxxxxxxxxx yang dinikahkan oleh Imam Masjid
Desa Pulau Panjang bernama Abdul Gani Rumarey dan telah terjadi ijab
kabul, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus
ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah
bernama Muhamad Dali Ohibor dan Hajam Tuhuteru;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau semenda;

4, Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

5. Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai

serta telah dikaruniai anak;
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6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku

kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dan petitum
tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui
Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki
kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan
selanjutnya para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (ltsbat Nikah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan
bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan
tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari
ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut
agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan
para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah perkawinan para
Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan
nikah yang diatur dalam hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah
sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai

berikut :
Jsie galis s V) Y

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi
yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).
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Menimbang, bahwa nash syar'i lain yang terkait, ditentukan bahwa rukun
perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang
saksi, dan ijab Kabul. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam Kitab Al Igna’ juz
Il halaman 123, sebagai berikut :

Claaldy Gl Ly A zads Aagly dme dwad Ay gl sy

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon

suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga perlu mengetengahkan
ketentuan keabsahan kedudukan wali nikah sebagaimana dalam Kitab Al Bajuri

Juz Il halaman 105 sebagai berikut :
< t‘i\ P <Y gal aal) Al <Y sl slidg MIEN sl Yl Jsls
axd) 2 (GBAL) and) a5 DU EY) ) Al AV 9 GOU EY) ) a5 GO EY LS AV g
S ¢3) 9 Lagns S ¢l (o Ady) o U
Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah,
kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki
sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki
saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki

seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian

anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana
fakta hukum Pemohon | (calon suami) dengan Pemohon Il (calon istri) telah
melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah, saksi nikah ada 2
(dua) orang laki-laki, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun
perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai
Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019,
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Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon | telah menentukan
pemberian mahar kepada Pemohon Il sehingga Pemohon | telah menunaikan
kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak ada
hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu para
Pemohon menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan serta para
Pemohon tidak pernah cerai. Berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon tidak
ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai
dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para
Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk
keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa
perkawinan para telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk
melangsungkan perkawinan, maka Hakim memandang pengajuan itsbat nikah
tersebut oleh para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum. Oleh
karena itu, pengajuan pengesahan nikah oleh para Pemohon beralasan dengan
keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim menilai bahwa akibat hukum dari
pernikahan tidak tercatat tidak seharusnya dibebankan seterusnya kepada para
Pemohon karena merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian
hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri. Oleh karena itu, demi azas
kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak
para Pemohon, maka permohonan pengesahan nikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan
perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan
perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2018 di Desa Pulau
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Panjang, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat
dikabulkan dan ditetapkan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
(2) yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula, ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari
mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan
oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas ketentuan dimaksud dan
demi penyelenggaraan administrasi pencatatan pernikahan berdasarkan
ketentuan peraturan perundanga-undangan, maka Hakim memerintahkan para
Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, yang mewilayahi
tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Ii;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON I) dengan
Pemohon Il (PEMOHON Il) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2018 di
Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian
Timur;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur
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4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan
Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I.,
M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan
didampingi oleh Rukia Malawat, S.H. sebagai sebagai Panitera Sidang, dengan

dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,
ttd.
Alamsyah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,
ttd.

Rukia Malawat, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan 'Rp 0,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
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